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BUPATI BENGKALIS
. PERATURAN BUPATI BENGKALIS“
SNOMOR15 TAHUN 2016.N

TENTANG
Ba

ngPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS:NOMOR 68 TAHUN 2015
—

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN.BELANJA DAERAH.|

KABUPATEN.BENGKALIS TAHUN ANGGARAN2016:

. Menimbang :

.. Mengingat . Tn

|

“Belanja. 'Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada ' '

Aa.

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA .
“- BUPATI BENGKALIS,

-

A

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor59 Tahun ---:
: 2015 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada
: Kabupaten/Kota yang.bersumberdariAnggaran Pendapatan -

dan Belanja Daerah Provinsi Riaudan Keputusan Gubernur :

Riau Nomor Kpts.108/1/2016..tentang. Penetapan. Alokasi

Pemerintah.Kabupaten/Kotayang:“bersumber dari Anggaran 5

Pendapatan. dan. Belanja Provinsi Riau. Tahun Anggaran ...
' 2016, - Pemerintah: Kabupaten . :Bengkalis mendapatkan

.
alokasibantuan keuangan tersebut,

Tas SNN
n

. bahwa: dalam :rangkamenampung:pergeseran anggaran .

— berdasarkanketentuanPasal160:ayat (4) Peraturan Menteri. Kang
( Dalam: “Negeri: 'Nomor.:13 Tahun.2006. tentang Pedoman .'::
Tan Pengelolaan

:

Keuangan “Daerah, :/maka Peraturan: Bupati 5Bengkalis Nomor.'68''Tahun 2015- tentang ' 'Penjabaran -
. AnggaranPendapatan : dan Belanja Daerah Kabupaten ” -

- Bengkalis Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan ....

nb.

an

n
n

untuk disesuikan:,
bahwa.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud -

: dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan -aa “Bupati:Bengkalis.tentang:Perubahan.Atas: Peraturan Bupati -
' Bengkalis 'Nomor- 68 Tahun 2015 tentang” Penjabaran
Anggaran -Pendapatan- dan. Belanja Daerah “Kabupaten Tg“ BengkalisTahun Anggaran 2016: aan aa

Undang-Undang ' Nomor -: “Tahun 1956 tentang ni
. Pembentukan Daerah OesaoraKabupaten dalam Lingkungan
“Daerah-Provinsi-Sumatera Tengah .

(Lembaran Negara
.

—

RepublikIndonesia Tahn 1956 Nomor 25):
h

- Undang-Undang Nomor :12 Tahun 1985 tentang
&

Pajak Bumi2.
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12”Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomior 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

1
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari. Korupsi,Kolusi dan Nepotisme:(Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan. Lembaran

| Negara Republik Indonesia Nomor 3851): . -

Undang-Undang.Nomor 17 Tahun 2003: tentang Keuangari:
Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 .

4.

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
|

. Nomor 4286):NN 1: ,

Undang-Undang - "Nomor 1 “Tahun “2004 tentang :

'

Perbendaharaan. |

Negara (Lembaran . Negara., Republik .:'
Indonesia. Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran “

“'

'

Negara Republik IndonesiaNomor4355)

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004:tentang Pemeriksaan” |

Na
- Pengelolaan dan . Tanggung Jawab Keuangan Negara'. (Lembaran.Negara Republik IndonesiaNomor 4400):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem7.
“Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara:
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421».| :

Undang-Undang
'

Nomor 33 Tahun ' 2004 “tentang
Perimbangan Keuangan antara -Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004. Nomor 126, Tambahan Lembaran -:Negara .Republik Indonesia Nomor 4438), . --.

8.

n

Pan Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 2009 tentang“Pajak
.Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

9.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,: Tambahan Lembaran.
|

Tn Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
|

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 :Tahun 2015 tentang. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

. 2014: tentang Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 .Nomor. 58, Tambahan: ng
Lembaran:Negara Republik IndonesiaNomor

5679), | .
Peraturan “Pemerintah Nomor 23 “Tahun 2005 tentang.

311 n
. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum :(Lembarannm
Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 - Nomor 48,”
Tambahan Lembaran Negara:Republik Indonesia Nomor .
4502),

12: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun”
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran -Negara' Republik :

- Indonesia Nomor 4575):
| |
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13. PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem n - |

pa
Informasi“Keuangan. Daerah. Lembaran Negara Republik ..:. ..

|

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, - Tambahan
Lembaran

0

14.
Negara Republik Indonesia Nomor4576), |

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang -
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik

1

Indonesia“Tahun 2005 Nomor '140,:Tambahan Lembaran 2 Fa .—

NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578):
15. Peraturan: Pemerintah.Nomor. 79 Tahun 2005 tentang.

Pedoman 'Pembinaan dan: Pengawasan Penyelenggaraan :
' Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia.

|

0
Tahun 2005 .Nomor 165,

Tambahan. Lembaran Negara. . . '

Republik IndonesiaNomor.4593):ON .
Peraturan “Pemerintah . 'Nomor 8 Tahun :2006 tentang k16. TNLa Pelaporan :"Keuangan dan -“Kinerja : Instansi. Pemerintah. — ....:

nh
ann

'

(Lembaran:NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor '

n
140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

Nomor Tn ia .“4578:
17.

18.

19.

20.

“Nomor 13- Tahun 2006 tentang. Pedoman Pengelolaan
Kn

“21.
|. tentang Pedoman Penyusunan“Anggaran Pendapatan dan

22.

25

Peraturan: Pemerintah:Nomor. 71 Tahun: 2010 tentang
' Standar AkuntansiPemerintah (Lembaran Negara Republik

1

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

r

sebagaimana. telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan. Menteri. Dalam Negeri

1
Keuangan Daerah:
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

Peraturan Daerah Kabupaten:Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009. tentang Pokok-Pokok Pengelolaan . Keuangan,
sebagaimana telah: diubah 'dengan

: Peraturan Daerah
Kabupaten: Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang

nha

Perubahan .Atas Peraturan. Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03:Tahun: 2009| tentang.Pokok-

Pokok
Pengelolaan . an

Keuangan.Daerah, :

Peraturan“Daerah Kabupaten”Bengkalis Nomor. 9 Tahun .
2015 tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja.

Daerah.KabupatenBengkalis Tahun Anggaran2016,
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal!
Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 68) diubah
sebagai berikut :

1. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran II tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2016, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDNIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 15


